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PENDAHULUAN 

Negara Kesatuaan Rcpublik Indonesia merupakan negara kepulauan yang 

sebagian � wilayahnya berbentuk perairan, dimana Indonesia berada diantara dua 

beoua yakni benua Asia dan Australia dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan 

Samudra Pasifik sehingga Indonesia disebut juga nusa diantara laul alau sering 

diistilahkan dengan ousantara. Sebagai negara kepulauan meourut Konveosi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tcotang Hukwn Laut (United Nations Ccnvenrion 

on the law of the sea) 1982 yang,telah dirativikasi oleb Pemerintah Indonesia melalui 

Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, Indonesia memiliki kedaulatan alas perairan 

yang ditutup oleh alau terlelak disebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan 

yang disebut sebagai perairan kepulauan.1 

Adapun total luns wilayah Indonesia adalah 7.9 juta km2 yang tcrdiri dari 1.8 

juta km' wiJayah daratan dan 3.2 juta km2 wilayah laut 1eritorial serta 2.9 juta km' laut 

perairao Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan demikian total wilayah perairan 

Indonesia adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, atau tiga kali luas wilayah daratan 

Jodonesia.2 

Sebagaimana ciri negara berkembang dengan populasi penduduk yang besar 

ditarnbah dengao struktur geografis yang dikelilingi oleh laut, maka laut meojadi 

45. 
1 Supriadi dan Alimuddin, 2011, Huhlm Puitanan di Jndonl!Sta, Jalcana; Sinar Graflka. bat 

1 Ibid., haL I I. 
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tumpuan sebagian besar penduduk Indonesia unruk memenuhi kebutuhan bidup 

terutama masyarakat di daerah pesisir, selain itu bagi negara kepulauan seperti 

lndonesia, laut memiliki posisi yang strategis dan potensi yang luar biasa baik dalam 

bidang ekonomi, pertahanan, maupun keamanan. Meskipun demikian, wilayab 

perairan Indonesia juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul baik 

dari dalam negeri maupun dari luar seperti illegal fishing, illegal logging, pembajakan, 

maupun illegal migration. Mengingat pentingnya wilayah perairan laut, maka 

penjagaan dan pengamanan meojadi syarat mutlak guna menegakan kedaulatan dao 

yuriscliksi negara diwilayah perairan laut serta mewujudkan ketahanan oasional. 

Dalam kehidupao masalah illegal fishing merupakan masalab utama di 

departemen perikanan, Illegal fishing seodiri mempuoyai definisi atau kegiatan­

kegiatan penaogkapao ikan yang dilakukan oleb orang atau kapal perikanan 

berbendera asing atau berbendera Indonesia di wilayab pengelolaan perikanan 

Republik lndonesia tanpa izin dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan 

yang berlaku. 3 Sehingga dapat merusak biodiversity dan kekayaan laut. 

Dari tindakan tersebut sangatlab memberikan dampak yang luar biasa bagi 

peradaban dan geoerasi yang akan datang. Perilaku ini juga dapat membawa dampak 

dalam perekonomian bangsa. Tidak kalab pentingnya juga ekosistem ikan maupuo 

ekosistem laut yang ada akan terancam punah akibat dari pembalakan dan :-

penangkapan ikan secara liar ini. Dalam hal perekonomian misalnya illegal fishing 

1 Varia Peradilan Majalah Hulcum Tahun Ke XXUI No. 266 Januari, hal. 188. 
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